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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1   Kesimpulan 

Subsektor perikanan tangkap merupakan salah satu subsektor penyumbang dalam 

pendapatan sektor pertanian dimana dapat dilihat dari analisis konstribusi subsektor 

perikanan tangkap terhadap sektor pertanian dimana pada tahun 2020 memberikan 

konstribusi sebesar 26,82 % dari total pendapatan sektor pertanian, walaupun setiap tahun 

mengalami penurunan dan peningkatan tapi angka ini cukup berpengaruh terhadap 

sumbangsi sektor pertanian terhadap pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan 

untuk konstribusi subsektor perikan tangkap terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan 

dimana konstribusi subsektor perikanan tangkap setiap tahunnya tidak tetap yaitu 

mengalami peningkatan dan menurun pada tahun berikutnya. Dimana konstribusi tertinggi 

terjadi pada tahun 2014 dengan konstribusi sebesar 12,08 % dan pada tahun terakhir 2020 

konstribusi sebesar 9,86 %. 

Dari Analisis perkembangan subsektor perikanan tangkap dapat disimpulkan bahwa 

peningkatan jumlah hasil produksi perikanan di pengaruhi ketersedian fasilitas perikanan 

dengan kapasitas yang besar dan memiliki fasilitas yang lengkap untuk menunjang aktifitas 

perikanan tangkap, juga dari penambahan jumlah armada dan jumlah nelayan yang 

meningkat dan memiliki jumlah yang terbanyak. Sedangkan untuk kecamatan lain yang 

belum berkembang itu disebabkan karena kurangnya jumlah armada, penurunan jumlah 

nelayan dan belum tersedianya fasilitas perikanan, dan di beberapa kecamatan walaupun 

jumlah armada dan jumlah nelayan bertambah tetapi jumlah produksinya masih rendah di 

banding dengan kecamatan yang sudah memiliki fasilitas perikanan dengan kapasitas yang 

lebih besar. Untuk analisis perkembangan didapat 4 kecamatan yang berkembang dalam 

pengembangan perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Kecamatan Lingo Sari 

Baganti, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Sutera, dan Kecamatan Koto XI Tarusan.  

 Dengan berkembangnya subsektor perikanan tangkap di Kabupaten Pesisir Selatan 

maka meningkat juga pembangunan wilayah, dimana subsektor ini dapat menambah 

pendapatan bagi masyarakat nelayan dan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat 

sehingga diharapkan juga dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di 

Kabupaten Pesisir Selatan serta tersedianya fasilitas perikanan yang memadai sehingga 

juga meningkatnya fasilitas lain, seperti jalan, air bersih dan lainnya.  
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 Perkembangan subsektor ini akan terus berlanjut selama manusia masih 

memerlukan makanan untuk keberlangsungan hidupnya, maka dari itu subsektor perikanan 

tangkap dapat dijadikan salah satu subsektor harapan untuk menjamin keberlangsungan 

hidup masyarakat dimasa kini dan masa mendatang, dimana subsektor perikanan tangkap 

merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat tebarukan, selama pemanfaatan 

sumber daya ini di kelolah dengan cara-cara yang benar dan tidak merusak, maka akan 

memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar. 

 

 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Gambar 5.1 Peta Hasil Analisis Perkembangan 

Wilayah Perikanan Tangkap Di Kabupaten Pesisir Selatan berikut ini: 
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5.2 Rekomendasi 

Dari hasil penelitian dan sesuai dengan kesimpulan analisis maka pembangunan 

subsektor perikanan tangkap perlu diarahkan guna untuk agar bisa menyerap tenaga kerja, 

mengurangi angka kemiskinan, berkonstribusi secara signifikan bagi pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. maka peneliti memberikan rekomendasi, 

kebeberapa pihak sebagai berikut: 

a. Pemerintah  

Dilihat dari hasil analisis perkembangan perikanan tangkap perkecamatan maka 

penulis merekomendasikan agar pemerintah lebih mengarahkan pembangunan 

perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan seperti pembuatan dokumen perikanan guna 

untuk memudahkan dalam perencanaan pembangunan wilayah berbasis perikanan. 

Penulis juga merekomendasikan agar pemerintah lebih mengelolah fasilitas 

perikanan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan seperti melakukan perbaikan dan 

penambahan fasilitas perikanan tangkap di beberapa kecamatan yang berkembang 

guna meningkatkan jumlah produksi dan memudahkan nelayan dalam mengelolah 

hasil tangkapan mereka. Dan juga perlu adanya dukungan pemerintah untuk 

mendukung kegiatan perikanan tangkap bagi nelayan untuk memanfaatkan sumber 

daya laut yang melimpah dan melindungi kegiatan para nelayan agar nelayan bisa 

mengoptimalkan hasil tangkapan atau produksi perikanan mereka.  

 

b. Nelayan 

Potensi perikanan tangkap di Kabupaten Pesisir Selatan sangat tinggi dan masih 

belum terekplorasi semuanya, maka diharapkan kepada masyarakat nelayan agar 

lebih bisa memanfaatkan potensi perikanan yang tinggi ini untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat. Masyarakat diharapkan juga bekerja sama dengan 

pemerintah setempat untuk melakukan penyuluhan tentang potensi perikanan 

dimana perikanan bisa menjadi bisnis dan subsektor unggulan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pembangunan wilayah  Kabupaten 

Pesisir Selatan.  
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